
BUPATITULUNGAGUNG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 

NOMOR 40 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Pakaian Dinas Dan Atribu t Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undan g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 
Nomor 03 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 11 Seri 
E); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
TULUNGAGUNG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tulungagung. 

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang 
memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD provinsi, 
kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang 
memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten atau 
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kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD 
Kabupaten Tulungagung. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam 
tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

9. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

BAB II 
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 

Pasal 2 

(1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 
setahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 
setahun; 

c . pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) 
periode masa bakti; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) 
pasang dalam setahun; 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) 
pasang dalam setahun. 

(2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas: 

a. Pin lam bang daerah; 

b. Kartu identitas dan name tag; dan 

c. Papan nama. 

(3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 

(satu) kali dalam setahun dengan bahan logam senilai paling 

banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c 

disediakan 1 (satu) kali dalam setahun. 

BAB III 
STANDAR HARGA 

(1) Pakaian dinas 
mempertimbangkan 
kepatutan. 

Pasal 3 

dan atribut disediakan dengan 
prinsip efisiensi, efektifitas dan 
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(2) Standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan 
Anggota DPRD berpedoman pada Harga Satuan Pokok 
Kegiatan Kabupaten Tulungagung. 

BAB IV 
PENYEDIAAN 

Pasal 4 

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota 
DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/ jasa Sekretariat 
DPRD. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal '!,O Agustus 2017 

Diundangkan di Tulungagung 
pada tan gal 30 Agustus 201 7 
SEKRE A S DAERAH 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 

BUPAT TULUNGAGUNG, 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2017 Nomor 41 
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